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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 22 TAHUN 2013 

TENTANG 
PENYELENGGARAAN LAYANAN POS UNIVERSAL  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa Pemerintah wajib menjamin terselenggaranya 
Layanan Pos Universal untuk menjangkau seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau 
menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di 
dunia; 

b. bahwa sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 
38 Tahun 2009 tentang Pos, untuk menjamin 
kesinambungan Layanan Pos Universal, penugasan 
pelaksana Layanan Pos Universal tetap dilakukan oleh 
Badan Usaha Milik Negara yang telah ditugaskan oleh 
Pemerintah saat ini sampai jangka waktu paling lama 5 
(lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang 
Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos; 

c.  bahwa Penyelenggaraan Layanan Pos Universal yang 
pembiayaannya dijamin oleh Pemerintah harus 
memperhatikan aspek kualitas, efisiensi, efektifitas, 
transparansi, dan akuntabilitas; 
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d.  bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor 
S833/AG/2013 perihal Pemberitahuan Pagu Bantuan 
Operasional Layanan Pos Universal Tahun Anggaran 
2013, menyatakan pelaksanaan penugasan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b 
dibiayai Pemerintah dari Dana Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan Layanan Pos Universal; 

e.  bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 06/PER/M.KOMINFO/05/2010 tentang 
Layanan Pos Universal sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan keadaan sehingga perlu diganti dengan 
Peraturan Menteri yang baru; 

f.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, huruf  b, huruf c, huruf d, 
dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan 
Layanan Pos Universal; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 

3. Undang-Undang  Nomor 38 Tahun  2009  tentang  Pos 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5065); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang 
Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang 
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran 
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 
Tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5403); 

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 
tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 
47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara; 

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan 
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan 
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian 
Negara; 

9. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 
Nomor 101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana 
Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik 
Negara; 

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
17/PER/M/KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan 
Informatika; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran 
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Negara; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2013 
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari 
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola 
Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARAAN 
LAYANAN POS UNIVERSAL.  
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Layanan Pos Universal adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib 

dijamin oleh Pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat 
mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain 
di dunia. 

2. Bantuan Operasional Layanan Pos Universal adalah dana yang 
disediakan oleh Pemerintah untuk menjamin terlaksananya Layanan 
Pos Universal. 

3. Layanan Pos Komersial adalah layanan yang besaran tarif dan standar 
layanannya tidak ditetapkan oleh Pemerintah. 

4. Transfer Pricing adalah suatu metode dan mekanisme perhitungan 
terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh unit-unit perusahaan 
dalam melaksanakan pelayanan jasa pos. 

5. Penyelenggara Pos adalah PT. Pos Indonesia (Persero). 
6. Kantor Pos Cabang yang selanjutnya disingkat KPC adalah Kantor Pos 

yang menjadi cabang dari suatu Kantor Pos Pemeriksa. 
7. Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal yang selanjutnya disingkat 

KPC LPU adalah Kantor Pos Cabang yang memenuhi kriteria tertentu 
dalam melaksanakan Layanan Pos Universal. 

8. Benda Pos adalah semua jenis prangko, semua jenis formulir, kartu 
dan sampul yang dijual kepada umum. 

9. Monitoring adalah kegiatan pengumpulan data aspek sarana, 
prasarana, sumber daya manusia, dan aspek pendapatan dan biaya 
dalam rangka perencanaan Layanan Pos Universal.  

10. Verifikasi adalah kegiatan pencocokan data aspek operasional, sarana 
dan prasarana, dan aspek keuangan pada KPC LPU yang 
diselenggarakan oleh Penyelenggara Pos yang terdiri atas Verifikasi 
Lapangan dan Verifikasi Dokumen. 

11. Verifikasi Lapangan adalah kegiatan pencocokan data aspek 
operasional, sarana dan prasarana, dan aspek keuangan 
penyelenggaraan Layanan Pos Universal yang dilakukan secara 
sampling di KPC LPU. 

12. Verifikasi Dokumen adalah kegiatan pencocokan data administratif 
realisasi komponen pendapatan dan biaya KPC LPU dengan komponen 
pendapatan dan biaya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri 
ini.  
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13. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 
Pos. 

14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan 
Informatika. 

15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos 
dan Informatika. 

BAB II 
PENYELENGGARAAN LAYANAN POS UNIVERSAL 

Pasal 2 

(1) Pemerintah  menjamin terselenggaranya Layanan Pos Universal di 
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
memungkinkan masyarakat dapat mengirim dan/atau menerima: 

a. surat, kartu pos, barang cetakan, dan bungkusan kecil sampai 
dengan 2 (dua) kilogram; 

b. sekogram sampai dengan 7 (tujuh) kilogram; 
c. barang cetakan yang dikirim dalam kantong khusus yang 

ditujukan untuk penerima dengan alamat yang sama dengan berat 
sampai dengan 30 (tiga puluh) kilogram (M-bag); dan 

d. paket pos dengan berat sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram. 

(2) Dalam menjamin Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pemerintah: 

a. menugaskan Penyelenggara Pos untuk melaksanakan Layanan Pos 
Universal; dan 

b. menyediakan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal untuk 
setiap KPC LPU. 

(3) Bantuan Operasional Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b berdasarkan metode pelaporan realisasi 
pendapatan dan biaya Penyelenggaraan Layanan Pos Universal 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(4) Bantuan Operasional Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan ketersediaan 
dana pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan 
setiap tahun anggaran. 

(5) Dalam hal terdapat selisih kurang antara jumlah Bantuan 
Operasional Layanan Pos Universal yang telah dibayarkan kepada 
Penyelenggara Pos dengan hasil audit pada satu tahun anggaran, 
kekurangan pembayaran tidak dapat ditagihkan kepada Negara.   
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